
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA  

TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK  

DAN TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa upaya pelindungan anak dari kekerasan seksual 

melalui penegakan hukum dan sistem peradilan pidana 

terpadu diselenggarakan berdasarkan prinsip kepastian 

hukum yang adil guna melindungi hak asasi manusia 

dan menjamin pelindungan kepentingan terbaik bagi 

anak korban; 

b. bahwa pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual

terhadap anak tidak hanya ditujukan sebagai penjeraan

tetapi juga dengan memperhatikan tujuan pemulihan

bagi terpidana, baik secara kuratif maupun rehabilitatif

sekaligus sarana pencegahan tindak pidana yang efektif

yang dijalankan melalui mekanisme sistem dua jalur

(double track system);

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia,

Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan

Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual

JAKSAAGUNG 
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terhadap Anak, perlu pengaturan lebih lanjut terkait 

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap oleh jaksa secara terkoordinasi dengan 

kementerian terkait dan pemerintah daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman 

Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan 

terhadap Anak dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul 

terhadap Anak; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia,

Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan

Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual

terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia



 
-3-

Tahun 2020 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6585); 

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38

Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 67);

6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/ 07/2017

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun

2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa

Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

443);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PEDOMAN 

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN 

TERHADAP ANAK DAN TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL 

TERHADAP ANAK.  

Pasal 1 

Peraturan Kejaksaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

penuntut umum dan jaksa dalam menangani perkara tindak 

pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana 

perbuatan cabul terhadap anak.  

Pasal 2 

(1) Perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan

tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak termasuk
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perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk 

diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. 

(2) Untuk perkara tindak pidana persetubuhan terhadap

anak yang terdakwanya memenuhi ketentuan untuk

dituntut tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan

alat pendeteksi elektronik disertai rehabilitasi, tuntutan

pidananya dikendalikan oleh Jaksa Agung.

Pasal 3 

Penanganan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap 

anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 4 

(1) Untuk optimalisasi penanganan perkara tindak pidana

persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana

perbuatan cabul terhadap anak, serta menciptakan

keseragaman dalam koordinasi pelaksanaan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Jaksa

Agung menetapkan pedoman penanganan perkara tindak

pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana

perbuatan cabul terhadap anak.

(2) Pedoman penanganan perkara tindak pidana

persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana

perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memuat:

a. pendahuluan;

b. prapenuntutan;

c. penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan

pengajuan tuntutan pidana;

d. pelaksanaan putusan pengadilan; dan

e. penutup.

(3) Pedoman penanganan perkara tindak pidana

persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana

perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Kejaksaan ini. 

Pasal 5 

Penanganan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap 

anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak 

dilakukan dengan tetap memperhatikan peraturan kebijakan 

di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang berkaitan 

dengan penanganan perkara tindak pidana umum. 

Pasal 6 

Untuk optimalisasi pelaksanaan penanganan perkara tindak 

pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana 

perbuatan cabul terhadap anak, Kejaksaan Republik 

Indonesia dapat menyelenggarakan bimbingan teknis, 

pendidikan, pelatihan, dan/atau bentuk kegiatan lainnya. 

Pasal 7 

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan 

Kejaksaan ini bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8  

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 15 November 2021 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

BURHANUDDIN 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 19 November 2021 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

BENNY RIYANTO 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1280
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